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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini, Indonesia sedang gencar melakukan pembangunan nasional. 

Pada dasarnya, pembangunan nasional memerlukan dana yang tidak sedikit. 

Menurut Murngnysih, Diana, & Mawardi (2018) seiring dengan semakin 

gencarnya pembangunan maka permintaan akan pundi-pundi dana juga ikut 

meningkat. Sumber dana yang diandalkan oleh pemerintah baik untuk 

pembangunan, pemenuhan kebutuhan belanja negara maupun pembiayaan lainnya 

bisa bersumber dari dalam dan luar negeri. Penghasilan dari sektor pajak, sektor 

migas dan sektor nonmigas merupakan sumber dana yang bersumber dari dalam 

negeri. Sedangkan, hibah dan utang luar negeri merupakan sumber dana yang 

bersumber dari luar negeri.  

Berdasarkan gambar 1.1 tentang Penerimaan Negara (dalam persentase) di 

Sektor Penerimaan Pajak, Penerimaan Bukan Pajak, dan Hibah Tahun 2015-2017, 

pajak diyakini menjadi penerimaan dari dalam negeri yang sangat fundamental, 

mengingat pajak merupakan penerimaan negara yang paling mendominasi dan 

sebagai tombak untuk menyukseskan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah 

menuntut Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk tetap konsisten menargetkan 

kenaikan penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya. 



 

2 
 

 

Sumber: Kementerian Keuangan, dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 

 Tahun 2017 www.bps.go.id (diolah)   

Gambar 1.1. Penerimaan Negara 

Berbicara soal pajak, menurut Mardiasmo (2018) pajak merupakan prestasi 

kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat 

dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; 

maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak juga dapat 

dianggap sebagai peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan sisa dari hasilnya akan 

digunakan sebagai simpanan publik yang merupakan sumber utama untuk 

membiayai investasi publik. Rakyat selaku pembayar pajak tidak mendapatkan 

jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan. 

Sementara menurut Rahayu (2017) tentang pemahaman pajak dari 

perspektif hukum menjelaskan bahwa pajak merupakan suatu perikatan yang 
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timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban 

warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, 

negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus 

dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan pendekatan 

hukum ini dapat dilihat bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-

undang yang berlaku sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi 

pihak pajak sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar 

pajak. 

Tidak hanya pemerintah yang berkewajiban untuk melakukan pembangunan 

nasional tetapi berlaku juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah telah 

menargetkan yang terbaik untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun pada 

kenyataannya, keadaan di lapangan tidak menggambarkan harapan yang telah 

ditargetkan. Putra (2019) melansir bahwa dalam 10 tahun, penerimaan pajak tak 

pernah capai target. Selain penerimaan pajak tak mencapai target, rasio 

penerimaan pajak sendiri pada PDB juga masih tergolong kecil, bahkan hanya 

berkisar antara 10-12 persen dari PDB. Artinya, potensi penerimaan negara dari 

pajak masih bisa lebih besar. Apalagi jika melihat perbandingan dengan negara 

lain di kawasan Asia Tenggara, rasio tersebut masih di bawah rata-rata yakni 

sebesar 15 persen dari PDB (Liputan6.com, Jakarta). 

Menyoroti sisi pemerintah, tentu saja pemerintah tak henti melakukan yang 

terbaik untuk menaikkan penerimaan negara, salah satunya seperti mengevaluasi 

sistem pemungutan perpajakan yaitu dengan mengubah sistem pemungutan pajak 

dari official assessment system menjadi self assessment system yang mulai 
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diterapkan sejak reformasi tahun 1984. Self assessment system adalah suatu sistem 

pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan 

sendiri kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2018). 

Awalnya, self assessment system sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 

1976 melalui Undang-Undang No. 8 tahun 1967, Jo, PP II Tahun 1967 Tentang 

“Tata Cara Pemungutan Pajak atas Pajak Pendapatan, Pajak Perseroan dan Pajak 

Kekayaan, yang lebih dikenal dengan sistem Menghitung Pajak Sendiri atau 

Menghitung Pajak Orang (MPS/MPO)”. Namun dalam implemantasinya, sistem 

ini membuahkan hasil yang nihil dan tidak diinginkan, bahkan penerimaan dari 

sektor pajak justru merosot. Kegagalan ini terjadi karena tidak diimbangi dengan 

pengawasan yang insentif dan akurat dari pihak pemerintah dan administratif serta 

minimnya sikap jujur dari Wajib Pajak. Selain itu, sanksi yang diterapkan juga 

berjalan dengan tidak efektif (Anam, Andini, & Hartono, 2018). Hal ini 

merupakan masalah rutin yang perlu dituntaskan.  

Dampak dari permasalahan tersebut salah satunya adalah wujud peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berubah-ubah, membuat masyarakat 

menjadi sulit untuk memahami bagaimana cara membayar pajak yang sesuai 

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Terlebih lagi, perubahan ini sangat 

berpengaruh bagi Wajib Pajak (WP) karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung, membayar, dan 

melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan mengecualikan 

penghitungan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sampai akhirnya, 

menjadikan wajib pajak menjadi tidak patuh dan secara sadar melakukan tindakan 
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penggelapan pajak seperti menghindari kewajiban pajak mereka dengan cara tidak 

mengirimkan informasi yang seharusnya dilaporkan, menghilangkan materi, data, 

dan dokumen pendukung (Dewi & Setiawan, 2015).  

Permasalahan ini berawal ketika pada zaman penjajahan. Dahulu, 

masyarakat Indonesia beranggapan bahwa pajak merupakan perumpamaan dari 

“sapi perahan” yang dilakukan oleh sang penguasa. Hal ini masih berimbas 

sampai sekarang. Tidak mudah untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya 

memenenuhi kewajiban perpajakan. Padahal, implementasi dari pajak yang telah 

dibayarkan sangat terlihat jelas seperti pembangunan infrastruktur. Hal ini tidak 

hanya terjadi di Indonesia tetapi di setiap negara yang menerapkan sistem 

perpajakan. Mahendra & Sukartha (2014) berpendapat bahwa tak heran jika setiap 

negara yang menerapkan sistem perpajakan memiliki permasalahan yang hampir 

sama yakni masalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

Dampak yang berimbas pada masyarakat tersebut dapat diminimalisasi. 

Sebab pada dasarnya, tidak ada satu pun mekanisme yang dibentuk pemerintah 

dapat menjamin untuk memperluas capaian jumlah wajib pajak guna mencapai 

target penerimaan pajak yang diinginkan. Akan tetapi, mekanisme tersebut bisa 

membentuk suatu tatanan pencerdasan bagi masyarakat yang telah terdaftar dan 

akan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Hal ini tentu akan menghasilkan 

wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Noor & 

Lestari, 2018).  
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Wajib pajak dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang 

diawali dengan menyusun SPT Tahunan PPh. Namun sebelum melakukan 

penyusunan SPT Tahunan PPh, wajib pajak terlebih dahulu diberikan wawasan 

atau pencerdasan melalui kegiatan telaah (review) atas pemenuhan kewajiban 

perpajakan, mengingat penelahaan pajak (tax review) berfungsi mengurangi 

berbagai kesalahan atau kekeliruan yang mungkin timbul ketika dilaksanakannya 

pemeriksaan pajak oleh fiskus. Terlebih lagi, tax review bertujuan untuk 

mengevaluasi wajib pajak pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tiap 

akhir tahun (Ayuningsih & Setiawan, 2016).  

Hingga akhirnya, reformasi perpajakan ini tidak bisa berjalan sendirian, 

harus melibatkan seluruh elemen. Akan tetapi, tidak pula menjadi rintangan bagi 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tetap bertanggungjawab memberikan yang 

terbaik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar visi 

DJP berupa optimalisasi penerimaan pajak melalui institusi perpajakan yang kuat, 

kredibel, dan akuntabel dapat terwujud (Pujiastuti, 2019). 

Kepatuhan dan kesadaran yang tinggi dari seorang wajib pajak merupakan 

indikator terpenting yang menunjang optimalisasi penerimaan pajak. Penerimaan 

negara yang meningkat ditandai dengan terjadinya perubahan jumlah wajib pajak 

yang signifikan meningkat dalam menyadari dan mematuhi kewajiban 

perpajakannya. Selain itu, adanya pengawasan dari DJP melalui pemeriksaan 

pajak. Hal ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yaitu pasal 2 yang 

berbunyi “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan 
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tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan”. Oleh sebab itu, hal ini tentu berdampak pada negara yakni semakin 

tinggi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka 

semakin maju negara tersebut (Murngnysih et al., 2018).  

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 pasal 4, 

pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dapat dilakukan melalui beberapa kriteria salah satunya pada pasal 4 

ayat (2) berbunyi: “Wajib Pajak (WP) menyampaikan Surat Pemberitahuan yang 

menyatakan rugi”. Berdasarkan peraturan tersebut, beberapa WP Badan termasuk 

dalam kategori dapat dilakukan pemeriksaan, salah satunya adalah Hotel Bukit 

Serelo yang berada di Kabupaten Lahat. Tujuan dilakukan pemeriksaan pada 

Hotel Bukit Serelo adalah untuk menguji kepatuhan Hotel Bukit Serelo terhadap 

pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini kemudian diperjelas melalui tabel 1.1. 

  



 

8 
 

Tabel 1.1. Laporan Laba Rugi Hotel Bukit Serelo 2017 

 
Sumber: Bendahara Hotel Bukit Serelo 

 

Berdasarkan tabel 1.1, pada tahun 2016, Hotel Bukit Serelo mendapati 

keuntungan sebesar Rp 588.362.372. Sedangkan pada tahun 2017, Hotel Bukit 

Serelo mengalami kerugian sebesar Rp 136.074.898. Terlihat perbedaan yang 

cukup signifikan pada tahun 2016 dan 2017 terhadap untung atau rugi yang 

diperoleh Hotel Bukit Serelo. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di 

antaranya: 1) Tidak mampu menangkap kebutuhan konsumen; 2) Terlalu fokus 

pada pengembangan produk 3) Berhenti melakukan inovasi; 4) Kurang 

mengamati pergerakan kompetitor (Koran SINDO, Jakarta). Selain perbedaan 

yang cukup signifikan tersebut, dipilihnya Hotel Bukit Serelo sebagai objek 

penilitian karena Hotel Bukit Serelo merupakan satu-satunya hotel yang berhasil 

mengangkat Ikon Kabupaten Lahat yaitu Bukit Serelo sebagai nama hotel. 

Catatan

No. URAIAN No. TAHUN 2017 TAHUN 2016

(Rp) (Rp)

I. PENDAPATAN

Pendapatan Usaha 1,992,598,210.00           2,914,445,582.00             

Piutang Usaha -                                     -                                       

Harga Pokok Penjualan 292,592,000.00              384,527,800.00                

Laba Kotor 1,700,006,210.00 2,529,917,782.00

II. BEBAN USAHA

1. Beban Pegawai 906,379,932.00 1,065,848,323.00

2. Beban Telepon, Internet, Listrik, Air dan Gas 231,130,240.00 335,057,314.00

3. Beban Pajak & Retribusi 135,968,881.00 250,216,643.00

4. Beban Penyusutan 253,734,351.00 244,170,641.00

5. Beban Material 41,557,000.00 42,786,000.00

6. Beban Perjalanan Dinas 38,634,500.00 34,360,000.00

7. Beban Jasa Profesional 50,000,000.00 30,000,000.00

8. Beban Jasa Produksi Karyawan 175,046,548.00 0.00

9. Beban Seragam Karyawan 23,878,000.00 29,245,000.00

10 Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih 0.00 15,879,370.00

11 Beban BBM, Gas dan Pelumas 10,108,500.00 10,949,000.00

12 Beban Cetak dan Penggandaan 6,803,000.00 11,134,800.00

13 Bebang Lain - Lain 47,026,000.00 1,947,573.00

Jumlah Beban Usaha 1,920,266,952.00           2,071,594,664.00             

III. PENDAPATAN LAIN - LAIN

Others (lain-lain) 76,911,034.00                131,575,963.00                

Bunga jasa giro 35,313,555.00               33,232,810.00                 

Beban lain - lain 7,428,712.00                  6,965,561.00                    

Laba Kotor 104,795,877.00              157,843,212.00                

IV. LABA/(RUGI) BERSIH sebelum pajak penghasilan (115,464,865.00)             616,166,330.00                

Pajak Penghasilan

 - Pajak kini (20,610,033.00)               (27,803,958.00)                

 - Pajak tangguhan -                                  -                                   

LABA / (RUGI) BERSIH (136,074,898.00) 588,362,372.00

- Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.  
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Hal tersebut tentu sebagai daya tarik wisatawan untuk mengenal lebih jauh 

tentang Kabupaten Lahat dan mempromosikannya ketika memilih untuk 

menginap atau menggunakan jasa dan fasilitas yang ada di Hotel Bukit Serelo. 

Sehingga, akan berdampak pada peningkatan jumlah pendapatan. Akan tetapi, 

keadaan Hotel Bukit Serelo saat ini tak semegah Ikon Kabupaten Lahat. Kerugian 

bukanlah suatu perkara mudah untuk diatasi. Perlu diadakan pembenahan pada 

Hotel Bukit Serelo, seperti meningkatkan fasilitas fisik hotel, kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM), serta pemasaran. Selain itu, dapat pula dilakukan 

pembenahan dari segi perpajakan agar menjadikan Hotel Bukit Serelo sebagai 

wajib pajak yang patuh, maka dapat dilakukan pembenahan pada pelaksanaan 

kewajiban perpajakannya.  

Hotel Bukit Serelo merupakan salah satu hotel yang berada di Kabupaten 

Lahat yang melakukan kewajiban perpajakannya dengan sistem pemungutan 

pajak sendiri atau self assessment system baik Pajak Pusat (PPh Badan, PPh Pasal 

21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2)) dan Pajak Daerah (Pajak Hotel dan Pajak 

Restoran). Memastikan bahwa kewajiban perpajakan Hotel Bukit Serelo telah 

dilaksanakan dengan benar dan terhindar dari sanksi yang mungkin muncul di 

masa akan datang, maka penelitian ini akan mengevaluasi kewajiban perpajakan 

Hotel Bukit Serelo dengan penerapan tax review. 

Aspek permasalahan yang akan diteliti adalah evaluasi perhitungan SPT 

Tahunan Badan Hotel Bukit Serelo Tahun Pajak 2017. Tax review 

memperlihatkan 2 hal yang mendeskripsikan bahwa: 1) Hotel Bukit Serelo 

merupakan Wajib Pajak yang memiliki kepatuhan dalam memenuhi kewajiban 
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perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya apabila sewaktu-waktu 

dilakukan pemeriksaan pajak oleh fiskus. 2) Membantu Hotel Bukit Serelo dalam 

Pembetulan SPT Tahunan Badan serta sebagai upaya menilai tax compliance pada 

Hotel Bukit Serelo.  

Penelitian terkait tax review sebelumnya telah diteliti oleh Dewi & Setiawan 

(2015) yang menyatakan bahwa “PT AV telah melaksanakan kewajiban 

penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun, dalam hal 

perhitungan terdapat beberapa kekeliruan dalam pembebanan biaya pada laporan 

laba rugi fiskal, sehingga mengakibatkan pajak yang terutang menurut ketentuan 

perpajakan lebih kecil dari pajak yang terutang menurut perusahaan. Penelitian 

serupa juga dilakukan oleh Andini & Sumadi (2014) yang mengatakan bahwa 

berdasarkan tax review atas PPh badan, “Hotel X telah melaksanakan kewajiban 

penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun, dalam hal 

perhitungan dan penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan terdapat 

beberapa kesalahan dalam pembebanan biaya pada laporan laba rugi fiskal, 

sehingga mengakibatkan pajak terutang menurut perusahaan lebih kecil dari pajak 

terutang menurut ketentuan perpajakan”. 

Berdasarkan ragam penelitian terdahulu, Wajib Pajak (WP) Badan telah 

menyetor dan melapor sesuai dengan kewajiban perpajakan, hanya saja masih 

banyak terdapat perhitungan yang tidak sesuai dengan kewajiban perpajakan pada 

WP Badan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa masih banyak WP Badan 

yang belum melakukan tax review. Padahal, tax review dilakukan agar WP 

terhindar dari sanksi pajak. Oleh karena itu, berdasarkan hal yang telah 



 

11 
 

dijabarkan, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan tax review pada 

Hotel Bukit Serelo di Kabupaten Lahat, satu-satunya hotel yang populer di era 

2005 hingga saat ini. Tax review akan menjamin bahwa Hotel Bukit Serelo 

merupakan WP Badan yang terbebas dari sanksi pajak dan memiliki kepatuhan 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penulis termotivasi ingin 

menganalisis serta melakukan suatu penelitian dengan mengajukan judul: 

“Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan Badan sebagai Alat 

Penilaian Tax Compliance (Studi Kasus pada Hotel Bukit Serelo di 

Kabupaten Lahat)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Tax Review atas 

Pajak Penghasilan Badan sebagai Alat Penilaian Tax Compliance pada Hotel 

Bukit Serelo di Kabupaten Lahat?”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjabarkan secara empiris penerapan 

tax review atas pajak penghasilan badan, guna menilai tax compliance pada Hotel 

Bukit Serelo di Kabupaten Lahat. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan wawasan, serta memperluas literatur tentang penerapan tax 

review atas pajak penghasilan badan sebagai alat penilaian tax compliance. 

b. Manfaat Praktis 

 Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat baik secara langsung maupun 

tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) Bagi Hotel Bukit Serelo di Kabupaten Lahat 

Hotel Bukit Serelo di Kabupaten Lahat diharapkan dapat menjadikan 

penelitian ini sebagai bahan referensi dalam mengevaluasi dan 

mengambil keputusan untuk meningkatkan penelahaan pajak (tax review) 

atas PPh Badan sebagai langkah untuk menilai tax compliance. 

2) Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan 

memperkuat daya pikir ilmiah terkait dengan penerapan tax review atas 

pajak penghasilan badan sebagai alat penilaian tax compliance. 

3) Bagi Peneliti Lain 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain, yaitu dapat menjadi rujukan, 

sumber informasi, dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa 

lebih dikembangkan untuk meningkatkan kualitas penelitian. 
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4) Bagi Masyarakat 

Masyarakat, khususnya masyarakat yang hendak membangun suatu 

badan usaha diharapkan dapat menjadikan penelitian sebagai acuan agar 

pelaksanaan kewajiban perpajakan lebih terpantau dan terhindar dari 

kesalahan, serta meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan (tax compliance). 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian ini 

mengemukakan lima bab yang secara garis besar tersusun sebagai berikut: 

BAB I:  Pendahuluan 

Bab ini menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi yang digunakan 

dalam penelitian. 

BAB II: Landasan Teori 

Bab ini menjabarkan teori utama yang relevan dengan konteks penelitian. 

Teori yang dijabarkan dalam bab ini adalah teori broken windows serta 

penjabaran seputar pajak seperti pengertian pajak, pengertian wajib 

pajak, kewajiban wajib pajak, pengertian pajak penghasilan (PPh), subjek 

PPh. objek PPh, dan jenis PPh. Selain itu, dijabarkan pula mengenai tax 

review sebagai penilai tax compliance, penelitian terdahulu, dan 

kerangka pikir penelitian. 
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BAB III:  Metode Penelitian 

Bab ini menjabarkan ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis 

data.  

BAB IV:  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menjabarkan hasil dari wawancara dan analisis data penelitian 

dan menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan analisis data yang 

dilakukan. 

BAB V:   Kesimpulan dan Saran 

Bab ini menjabarkan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang bisa 

dijadikan sebagai bahan evaluasi.  
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